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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK: - Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa
ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,
kondisi aktual, dan kebutuhan lembaga, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tata
kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat mendukung pelaksanaan tahapan
pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang perubahan terhadap pelaksanaan
penunjukan pelaksana tugas ketua, pengawasan internal terhadap dugaan
pelanggaran kode perilaku, sumpah janji dan pakta integritas, dan pelaksanaan
perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu dalam Peraturan
KPU ini terdapat perubahan ketentuan jenis sanksi dalam dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yakni peringatan tertulis, peringatan keras tertulis, dan
pemberhentian dari jabatan ketua, ketua divisi atau koordinator wilayah, serta
pemberhentian sementara dan dilaporkan kepada DKPP.

CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26
September 2022.
- Mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



